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Abstrak 

Pekerja Rumah Tangga dianggap memiliki peran penting dalam bentuk jasa lingkup kerumahtanggaan. Hak-hak pekerja rumah tangga diatur dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, namun pengaturan mengenai upah dan tunjangan belum diatur lebih lanjut secara rinci. Hal tersebut mengakibatkan kekosongan hukum.  Dengan mengetahui secara rinci mengenai upah dan tunjangan pekerja rumah tangga sesuai dengan standar kehidupan yang layak (KHL). Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji terkait dengan upah yang akan diterima Pekerja Rumah Tangga serta hak untuk mendapatkan upah yang berupa tunjangan tetap yang akan diterima oleh Pekerja Rumah Tangga sebagai pekerja informal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa hubungan kerja yang terjalin antara Pekerja Rumah Tangga dan pemberi kerja terdapat hubungan kekeluargaan serta sebagai pekerja informal. Penyebutan sebagai pembantu merupakan bentuk penolakan untuk memformalkan Pekerja Rumah Tangga. Sampai saat ini belum adanya peraturan yang lebih rinci membahas mengenai hak-hak Pekerja Rumah Tangga secara maksimal terutama hak untuk mendapatkan upah dan tunjangan tetap. Melalui Rancangan Undang-Undang yang akan disahkan, upah menjadi salah satu pokok pikiran, dimana Pekerja Rumah Tangga nantinya akan menjadi sektor khusus sebagai pekerja formal maka pemberian upah akan disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, serta tunjangan menjadi salah satu komponen yang tidak dapat dilepaskan dalam penetapan upah. Apabila pengaturan upah bagi pekerja rumah tangga belum diatur maka akan berpengaruh pada pemberian tunjangan. 

Kata Kunci: Pekerja Rumah Tangga, Upah, Tunjangan 

Abstract
Domestic workers are considered to have an important role in the form of domestic services. The rights of domestic workers are regulated in Article 7 of the Regulation of the Minister of Manpower Number 2 of 2015 concerning the Protection of Domestic Workers, but the arrangements regarding wages and benefits have not been further regulated in detail. This creates a legal vacuum. By knowing in detail about the wages and benefits of domestic workers following a decent standard of living (KHL). This study aims to find out and examine the wages that will be received by domestic workers and the right to receive wages in the form of fixed allowances that will be received by domestic workers as informal workers. This study uses a normative research method with a statutory approach and a conceptual approach. Data collection techniques with literature study. The results of the study reveal that the working relationship that exists between domestic workers and employers has a familial relationship as well as informal workers. The mention as a helper is a form of refusal to formalize Domestic Workers. Until now, there is no more detailed regulation that discusses the rights of domestic workers to the fullest, especially the right to receive fixed wages and benefits. Through the Draft Law that will be ratified, wages are one of the main ideas, where domestic workers will later become a special sector as formal workers, the wages will be adjusted to Government Regulation Number 36 of 2021 concerning Wages, and allowances are one of the components that cannot be separated from the determination of wages. If wage arrangements for domestic workers have not been regulated, it will affect the provision of benefits.
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PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari sangat sering menjumpai orang atau individu yang bekerja pada suatu perusahaan atau perorangan dengan adanya perintah pekerjaan serta upah sebagai imbalan pekerjaan yang dilakukan disebut dengan pekerja. Definisi dari pekerja dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi bahwa pekerja/buruh adalah “Setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyatakan bahwa: “Pekerja/buruh adalah orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapat upah pekerja”.  Makna dari pengertian tersebut:
“Pengertian ini agak umum namun maknanya lebih luas karena dapat mencakup semua orang yang bekerja pada siapa saja baik perorangan, persekutuan, badan hukum dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain” (Husni 2016).
Dengan demikian, pekerja adalah setiap orang atau individu yang melakukan pekerjaan dengan menghasilkan suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun orang lain dengan menerima upah atau imbalan berupa uang atau barang. Salah satu pekerjaaan dalam bentuk jasa yang sering ditemui dalam masyarakat adalah pekerjaan sebagai pekerja rumah tangga. 


Pekerja rumah tangga dianggap memiliki peran yang sangat penting dalam bentuk jasa karena bekerja membantu menyelesaikan pekerjaan mengurus rumah serta mengasuh anak. Definisi Pekerja Rumah Tangga berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga adalah “Orang yang bekerja pada orang perseorangan dalam rumah tangga untuk melaksanakan pekerjaan kerumahtanggaan dengan menerima upah dan/atau imbalan dalam bentuk lain”. Selain untuk melaksanakan pekerjaannya, “Dalam menunjang pelaksanaan pekerjaannya, para pekerja rumah tangga dituntut untuk dapat menguasai banyak ketrampilan”(Sonhaji 2020). Penggunaan jasa dari pekerja rumah tangga ini sering digunakan karena jasanya yang sangat penting dan sangat membantu. Peningkatan ini dikarenakan adanya kesibukan para pemberi kerja, 

“Meningkatnya kebutuhan akan PRT dikarenakan kesibukan yang dimiliki oleh pemberi kerja, sehingga susah membagi waktu untuk melakukan pekerjaan rumah tangga dan melakukan pekerjaan untuk mencari penghasilan”(Aryawati and Sarjana 2018).
Dengan demikian, pekerjaan yang dilakukan berada dalam lingkup kepentingan rumah tangga. Selain itu, pekerja rumah tangga termasuk dari bagian pekerja karena menerima upah atau imbalan. 

Perlindungan pekerja rumah tangga diatur lebih lanjut dalam aturan tertentu yang lebih khusus, termasuk hak-hak dari pekerja rumah tangga. Perlindungan hukum bagi pekerja menjadikan pemenuhan hak-hak dasar, 

“perlindungan terhadap tenaga kerja merupakan hak yang dimiliki oleh tiap-tiap pekerja yang memuat hak-hak dasar pekerja untuk menjamin perlakuan non diskriminasi dan menjamin kesejahteraan maupun keselamatan pekerja serta untuk mewujudkan perkembangan di dunia usaha dan juga demi melindungi kepentingan pengusaha”(Sumandika and Mudana 2019).
Dalam hal ini perlindungan hukum bagi pekerja dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk, 

“Perlindungan hukum dapat diwujudkan dalam bentuk materi (kesejahteraan pekerja/buruh) tetapi juga dalam bentuk pencegahan terhadap terjadinya kecelakaan”(Suhartoyo 2019). 

Hak-hak mengenai perlindungan pekerja rumah tangga diatur lebih lanjut dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dimana
salah satu dari hak pekerja rumah tangga yang ada pada pasal tersebut adalah untuk mendapatkan upah yang sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati. Pengertian perjanjian kerja yang dikemukakan oleh ahli yaitu: 

“Iman Soepomo berpendapat bahwa perjanjian kerja adalah suatu perjanjian di mana pihak kesatu (buruh), mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah dari pihak kedua yakni majikan, dan majikan mengikatkan diri untuk memperkejakan buruh dengan membayar upah”(Umbas 2014).
Selain itu dalam perjanjian kerja menyebutkan beberapa unsur yang dikemukakan oleh ahli yaitu:

“Djumialdi dalam Husni, menyebutkan tiga unsur perjanjian kerja, yaitu sebagai berikut:

1. Orang yang diperintah orang lain;

2. Penunaian kerja;

3. Upah”(Husni 2016).
Upah menjadi tujuan dari pekerja untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau orang lain. 


Upah atau imbalan yang diperoleh dari melaksanakan pekerjaan dalam bentuk barang atau jasa yang dijadikan sumber untuk memenuhi kebutuhan hidup secara layak. Upah yang timbul dan diterima oleh para pekerja berdasarkan dari perjanjian kerja, “Hak atas upah timbul dari perjanjian kerja yang telah disepakati oleh kedua pihak, dan merupakan salah satu hak dalam hubungan kerja” (Yetniwati 2017). Hubungan Kerja dalam hal ini mempunyai pengertian yakni: 
“Hubungan Kerja, yaitu hubungan antara buruh dan majikan, terjadi setelah diadakan perjanjian oleh buruh dengan majikan, dimana buruh menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada majikan dengan menerima upah dan majikan menyatakan kesanggupannya untuk memperkejakan buruh dengan membayar upah”(Ramli 2008). 

Dalam hal ini terdapat beberapa unsur dari hubungan kerja, “unsur dari hubungan kerja yaitu adanya unsur pekerjaan, unsur perintah (Command), dan adanya unsur upah (Pay)”(Suratman 2019). Hak yang timbul dari perjanjian kerja secara konstitusional telah diatur dan dilindungi dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menetapkan: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Upah digunakan sebagai imbalan atas pekerjaannya, “Upah menunjukkan penghasilan yang diterima oleh pekerja sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukannya”(Bambang 2013).  Dengan demikian, upah atau tersebut sangat penting bagi pekerja dalam menunjang kehidupan baik individu maupun orang lain.



Sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor  36 Tahun 2021 tentang Pengupahan mengatakan bahwa: 

“Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan”. 

Upah yang diberikan biasanya berkaitan dengan beberapa keperluan, 

“Upah kerja yang diberikan biasanya bergantung pada: 

a. Biaya keperluan hidup minimum pekerja dan keluarganya;

b. Kemampuan dan Produktivitas perusahaan;

c. Jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi;

d. Perbedaan jenis pekerjaan;

e. Kebijakan komponen gaji/upah ditetapkan oleh masing-masing perusahaan. Gaji tidak boleh lebih rendah dari Upah Minimum Provinsi (UMP) yang ditetapkan pemerintah”(Bambang 2013).
Para pekerja di Indonesia mendapatkan upah sesuai dengan standar di setiap  masing-masing Kabupaten atau Kota. Upah yang akan diterima oleh pekerja/buruh terdiri dari beberapa komponen yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang menyebutkan bahwa, 

“Upah terdiri atas komponen: 

a. Upah tanpa tunjangan; 

b. Upah pokok dan tunjangan tetap; 

c. Upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap; atau

d. Upah pokok dan tunjangan tidak tetap”.
Dengan demikian, adanya komponen mengenai upah pokok yang bersifat tetap atau yang disebut dengan tunjangan tetap. Tunjangan tetap memiliki kaitannya dengan pekerjaan yang diberikan perusahaan atau pemberi kerja untuk diberikan kepada pekerja dan keluarganya. Tunjangan tetap dibayarkan secara teratur dan tetap dalam satuan waktu yang sama dengan pembayaran upah pokok. Tunjangan tetap dapat diartikan sebagai tunjangan yang pembayarannya dilakukan dengan secara teratur dan tidak dikaitkan dengan kehadiran maupun pencapaian prestasi dalam bekerja. 
Upah pokok yang diterima pekerja tentunya sudah sesuai dengan standar upah yang telah ditetapkan. Dalam hal ini pemerintah melakukan penetapan upah menggunakan formula perhitungan upah minimum yang diatur dalam Pasal 88D ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bagian Ketenagakerjaan yaitu “Formula perhitungan upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat variabel pertumbuhan  ekonomi atau inflasi”. Selain itu formula perhitungan upah minimum tersebut dijelaskan secara rinci dalam Peraturan Pemerintah yang telah ditetapkan. Formula perhitungan dalam pasal tersebut digunakan untuk menentukan ketentuan mengenai upah minimum.

Ketentuan formula mengenai upah minimum secara rinci diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Hal ini terdapat pada Pasal 26 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 yaitu, 
“Nilai Upah minimum tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan formula penyesuaian nilai Upah minimum sebagai berikut:
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UM(t+1) = UM(t) +    Max(PE(t),Inflasit(t)) x          x UM(t) 

Perhitungan menggunakan formula akan digunakan terlebih dahulu sebelum dapat menentukan upah minimum kabupaten/kota yang sudah didasarkan dengan kebutuhan hidup layak. Kebutuhan hidup layak melalui pengupahan digunakan untuk melindungi hak dari pekerja.


Kebijakan mengenai pengupahan untuk melindungi hak dari para pekerja terdapat dalam Bab IV Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Ketenagakerjaan bagian kedua Pasal 88 ayat (2) yang merubah Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatakan bahwa: “Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pengupahan nasional sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Dalam peraturan tersebut dirasa kurang memberikan perlindungan yang maksimal. Hal ini dikarenakan tidak diatur mengenai perlindungan upah bagi beberapa pekerja seperti pekerja kontrak, pekerja outsourcing, pekerja harian, serta pekerja dari sektor informal yang mengkhawatirkan akan adanya angka tambahan untuk pengangguran. 


Pemerintah sebelumnya telah mengeluarkan aturan mengenai hak dan kewajiban antara pengusaha atau pemberi kerja dengan para pekerja. Aturan tersebut adalah Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,
“Apabila dikaji dari sisi peraturan mengenai pengupahan, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak memberikan konsep upah minimum, konsep hidup layak, konsep perlindungan upah, dan jaring pengaman upah”(Yetniwati 2017). 

Dalam peraturan tersebut, pembahasan mengenai upah minimum tidak memberikan konsep mengenai keberlakuan undang-undang tersebut untuk semua pekerja informal. Selain itu, beberapa konsep lain yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yaitu konsep hidup yang layak bagi pekerja, konsep perlindungan upah dan jaring pengaman upah. Konsep hidup yang layak sangat dibutuhkan,
 “dimana jumlah pendapatan pekerja/buruh dari hasil pekerjaannya mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar”(Khakim 2007).
Hal ini dikarenakan aturan yang berlaku hanya diperuntukkan untuk pekerja formal saja. Dalam aturan tersebut juga hanya membahas mengenai penetapan upah. 

Penetapan upah yang diberikan pemberi kerja dengan berdasarkan waktu atau berdasarkan pekerjaan yang dilakukan. Hal ini telah diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang mengatakan bahwa: “Upah ditetapkan berdasarkan: a. satuan waktu; dan/atau b. satuan hasil.” Upah yang berdasarkan satuan waktu diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang mengatakan bahwa: 
“Upah berdasarkan satuan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a ditetapkan secara:  
a. Per jam;

b. Harian; atau

c. Bulanan”.
Penetapan upah secara hitungan perjam hanya berlaku bagi pekerjaan secara paruh waktu. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang menyebutkan bahwa, “Penetapan upah per jam hanya dapat diperuntukkan bagi pekerja/buruh yang bekerja secara paruh waktu”. Dalam hal penetapan upah berdasarkan hitungan secara harian dilakukan dengan perhitungan melalui sistem waktu kerja dalam seminggu. Hal ini telah diatur dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang menyebutkan bahwa, 
“Dalam hal Upah ditetapkan secara harian,        perhitungan Upah sehari sebagai berikut:
a.  Bagi Perusahaan dengan sistem waktu kerja 6 (enam) hari dalam seminggu, Upah sebulan dibagi 25 (dua puluh lima); atau

b.  Bagi Perusahaan dengan sistem waktu kerja 5 (lima) hari dalam seminggu, Upah sebulan dibagi 21 (dua puluh satu)”. 
Dalam hal ini penetapan upah berdasarkan satuan waktu berpedoman pada struktur dan skala upah. Selain berdasarkan satuan waktu, upah juga ditetapkan berdasarkan dengan satuan hasil.
Upah berdasarkan dengan satuan hasil diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang menyebutkan bahwa: “Upah berdasarkan satuan hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b ditetapkan sesuai dengan hasil pekerjaan yang telah disepakati”. Dalam hal ini didasarkan pada kesepakatan antar kedua pihak. Penetapannya berdasarkan pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang menyebutkan bahwa:

“Penetapan Upah sebulan berdasarkan satuan hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b untuk pemenuhan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, ditetapkan berdasarkan Upah rata-rata 12 (tiga) bulan terakhir yang diterima oleh Pekerja/Buruh”.
Dengan demikian pemerintah ikut andil dalam penetapan besaran upah yang akan diterima pekerja.


Penentuan upah selain ditetapkannya satuan waktu dan/atau satuan hasil, juga memperhatikan pada golongan, jabatan para pekerja yang bersangkutan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan hanya mengatur dan melindungi hak dan kewajiban dari tenaga kerja/pekerja formal. Sedangkan tenaga kerja informal seperti halnya pekerja rumah tangga tidak diatur dalam undang-undang tersebut melainkan diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. 


Diskriminasi yang sering dialami  pekerja rumah tangga mengakibatkan pekerjaan pekerja rumah tangga tidak berkualitas dalam ekonomi. Dengan adanya suatu peraturan perundang-undangan seharusnya memberikan pengakuan bahwa pekerja yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga memiliki kualitas kerja yang sama dengan pekerjaan lainnya. Pekerja rumah tangga juga selayaknya untuk mendapatkan hak, perlindungan dan manfaat yang sama dengan pekerja lainnya karena dianggap penting dalam lingkungan kerumahtanggaan. 

Dalam lingkungan kerumahtanggaan pekerja rumah tangga merupakan bagian dari pekerja yang bekerja pada sektor informal namun belum ada aturan pasti yang mengaturnya mengenai pekerja rumah tangga yang ada di Indonesia. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang membahas mengenai pekerja tidak menkaji mengenai pekerja rumah tangga khususnya mengenai pengupahan. Dalam hal ini pekerja rumah tangga yang memiliki pekerjaan membantu menyelesaikan pekerjaan rumah dan mengurus anak. Peran penting dari pekerja rumah tangga belum memiliki aturan yang konkrit dan jelas mengenai kepastian hukumnya. Salah satunya yaitu mengenai pengupahan yang dijadikan sebagai inidikator Kehidupan Layak bagi pekerja. 
Akibat tidak diaturnya pengupahan pekerja rumah tangga dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka pengupahan pekerja rumah tangga disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Mengenai pekerja rumah tangga telah diatur khusus dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, namun kelemahan dari aturan tersebut tidak mengatur tentang upah secara layak. Tujuan dari upah secara layak digunakan sebagai upaya untuk mensejahterakan para pekerja. 

Upaya pemerintah dalam mensejahterahkan pekerja/buruh adalah dengan dibuatnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dengan adanya peraturan tersebut pemerintah telah membahas mengenai pengupahan dan mengenai penetapan upah minimum yang terdapat dalam Pasal 88D ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bagian Ketenagakerjaan. Mengenai hal tersebut, dalam pasal 88D ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bagian Ketenagakerjaan tidak menjelaskan secara rinci tujuan adanya penetapan upah minimum tersebut  diperuntukan bagi pekerja formal atau pekerja informal. Sama halnya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang tidak secara rinci membahas mengenai penetapan upah minimum pekerja rumah tangga yang termasuk ke dalam pekerja informal. 
Hak dari Pekerja Rumah Tangga yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 hanya menyebutkan bahwa pekerja rumah tangga yang dalam pasal tersebut disebut sebagai PRT mendapatkan upah sesuai Perjanjian Kerja. Berdasarkan permasalahan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji peraturan terkait dengan upah minimal yang akan diterima oleh pekerja rumah tangga dan mengkaji pekerja rumah tangga sebagai pekerja informal berhak untuk mendapatkan upah berupa tunjangan tetap. Sehingga peneiliti tertarik menulis artikel dengan judul Analisis Yuridis Tentang Standar Pengupahan Pekerja Rumah Tangga. 

METODE 

Penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian dengan metode hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka berupa bahan hukum primer, dan sekunder. Penulisan penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. 
Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan konseptual dilakukan dengan cara mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. 
Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri dari perundang-undangan yang berlaku dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum yang digunakan penulis antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648; dan

4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 78

Bahan Hukum Sekunder, antara lain:

1. Buku-buku ilmiah dibidang hukum mengenai Pengupahan Pekerja Rumah Tangga;

2. Makalah-makalah tentang Pengupahan Pekerja Rumah Tangga;

3. Jurnal ilmiah tentang Pengupahan Pekerja Rumah Tangga; dan 

4. Artikel ilmiah tentang Pengupahan Pekerja Rumah Tangga.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah “suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan content analisys”(Marzuki 2011). Peneliti mengumpulkan informasi melalui dokumen baik dalam bentuk buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan dan hasil penelitian.
Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian bersifat preskriptif. Hal ini untuk menjawab isu hukum dalam penelitian dengan menggunakan interpretasi analogi (argumentum per analogiam), penyempitan hukum, dan Argumentum a contrario dalam menyelesaikan masalah. Teknik analisa bahan hukum dimulai dengan penentuan pokok mengenai bahasan utama dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Kemudian peraturan-peraturan tersebut dianalisis pada pasal yang membahas tentang upah minimum pekerja/buruh dan/atau pekerja rumah tangga. Setelah dianalisis, dikaji dengan menjadikan kesimpulan yang lebih khusus yang dihubungan dengan judul dan rumusan masalah dalam penulisan penelitian. 
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Upah Minimum Bagi Pekerja Rumah Tangga 
Adanya unsur dari pekerja rumah tangga yang telah terpenuhi yaitu menerima atau melakukan pekerjaan dan menerima perintah dengan menerima imbalan sebagai upah dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang lainnya. Pekerja rumah tangga menjadi suatu pekerjaan yang sering dapat dijumpai pada sebagian mayoritas lingkup rumah tangga. Adanya perbedaan pada tingkat perekonomian atau penghasilan serta sosial budaya disetiap daerah atau wilayah menyebabkan adanya perbedaan mengenai upah yang diberikan.
Perbedaan mengenai upah yang akan diterima oleh pekerja rumah tangga disetiap daerah atau wilayah yang berbeda-beda menimbulkan suatu permasalahan yang kompleks. Hal ini dikarenakan belum adanya kepastian hukum mengenai peraturan yang dapat memberikan hak dan kewajiban pekerja rumah tangga secara pasti. Salah satu hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara pasti yaitu mengenai upah yang akan diterima pekerja rumah tangga. Mengenai hak dan kewajiban terkait upah yang diterima dijadikan sebagai sumber kebutuhan hidup secara layak. 

Mengenai adanya kebutuhan hidup secara layak yang belum terpenuhi menandakan bahwa pekerja rumah tangga sangat memperlukan perlindungan hak dan kewajibannya. Selain mengenai kepastian hukum terkait hak dan kewajiban pekerja rumah tangga, wilayah kerja dari pekerja rumah tangga yang bersifat privat mengakibatkan tidak adanya pengawasan dari pemerintah. Pekerjaan yang dilakukan berada pada wilayah yang rentan serta rawan akan adanya tindakan kekerasan, perdagangan orang, dan diskriminasi. 

Situasi yang dialami pekerja rumah tangga yang belum memiliki kepastian hukum seperti halnya pekerja formal, pengawasan dari pemerintah terkait serta belum adanya aturan mengenai perjanjian kerja. Mengacu pada masalah-masalah yang telah disebutkan tersebut, hal ini juga akan mempengaruhi upah yang diberikan kepada pekerja rumah tangga. Perlunya perlindungan maupun kepastian hukum bertujuan agar masalah-masalah tersebut dapat terselesaikan dan tidak merugikan pekerja.

Sampai saat ini, belum ada undang-undang khusus yang membahas mengenai tentang pekerja rumah tangga secara rinci. Belum adanya undang-undang khusus mengenai pekerja rumah tangga ini dikarenakan adanya budaya yang melekat pada masyarakat, 

“Penyebutan ‘pekerja rumah tangga’ sebagai ‘pembantu dalam prakteknya dapat diartikan sebagai bentuk dari ketidakinginan budaya dalam memformalkan hubungan antara para pekerja rumah tanga dengan para majikannya” (Raflis, Rochaeti, and Wijiningsih 2016).
Dengan demikian, budaya di Indonesia sendiri dan masyarakat yang tidak ingin memformalkan pekerja rumah tangga menjadi pekerja formal dengan membuat undang-undang khusus yang mengatur mengenai pekerja rumah tangga. 

Adanya perjanjian kerja yang tidak tertulis dikarenakan hubungan kekeluargaan ini sering disebut sebagai hubungan hibridis, dimana hubungan yang hibridis ini akan mengutamakan hubungan yang memiliki sifat kekeluargaan, 

“maka dalam ilmu hukum hubungan demikian sesungguhnya lebih tepat disebut sebagai hubungan yang hibridis karena hubungan diantara mereka tidak semata-mata dimaksudkan sebagai hubungan hukum yakni hubungan yang mempunyai akibat hukum melainkan lebih mengedepankan terbentuknya hubungan yang bersifat kekeluargaan” (Budiman 2012).
Dengan demikian, hubungan yang terjadi menunjukkan bahwa terdapat norma-norma sosial dalam masyarakatnya. 

Kewajiban negara yang belum sesuai dalam konteks pekerja rumah tangga salah satunya adalah mengenai pengaturan upah. Upah pekerja rumah tangga seringkali dibayarkan oleh pemberi kerja lebih rendah dari upah minimum. Selain itu banyaknya perbedaan mengenai nominal upah yang dibayarkan kepada pekerja rumah tangga meskipun berada dalam satu wilayah yang sama. Hal ini menunjukkan belum adanya kepastian hukum dari pemerintah mengenai pekerja rumah tangga. 


Aturan mengenai pekerja rumah tangga memang telah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, namun dalam peraturan ini belum secara rinci menjelaskan terutama mengenai upah yang akan diterima pekerja rumah tangga. Sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sama sekali tidak membahas mengenai pekerja rumah tangga, maka dibuatlah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tersebut. Aturan khusus yang membahas mengenai pengaturan upah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan memang membahas secara rinci mengenai pengupahan namun tidak untuk pengaturan upah bagi pekerja rumah tangga.

Sampai saat ini belum ada aturan khusus yang membahas secara rinci mengenai pekerja rumah tangga. Pemerintah sebenarnya telah membuat rancangan undang-undang mengenai Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, dimana rancangan undang-undang kini telah memasuki antrian (waiting list) untuk disahkan. Aturan yang termuat dalam rancangan undang-undang tersebut berasal dari hal-hal krusial yang biasa terjadi pada pekerja rumah tangga. 

Dalam urgensi dan pokok-pokok pikiran pengaturan penyusunan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga menyebutkan beberapa hal krusial. Salah satu hal krusial tersebut yaitu, “RUU ini tidak menyebutkan upah minimum regional – provinsi” (Prolegnas 2019). Dengan demikian rancangan undang-undang ini digunakan untuk menghindari adanya ketidakadilan dalam hubungan sosial serta kebudayaan dalam masyarakat yang sering dialami oleh pekerja rumah tangga.  

Pekerja rumah tangga dalam Landasan Filosofis pembuatan Naskah Akademik memiliki hak-hak mendasar yang harus dipenuhi oleh negara. Hal ini diamanatkan dalam Pancasila sila ke-2 yang menyatakan bahwa, “Kemanusiaan yang adil dan beradab.” Hal ini memberikan petunjuk yang cukup jelas dan secara tegas kepada negara bahwa warga negara harus mendapatkan perlakuan dengan secara adil untuk memenuhi hak-hak ekonomi dan sosial dari warga negara. 

Dalam meminimalisir adanya kesalahpahaman antar pihak, sesuai dengan landasan yuridis Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga perlu adanya hukum atau peraturan perundang-undangan khusus yang dapat menjamin kepastian maupun keadilan,
 “Hukum sangat diperlukan, karena hukum atau peraturan perundang-undangan dapat menjamin adanya kepastian (certainty) dan keadilan (fairness) dalam pengaturan Perlindungan PRT” (Budiman 2012).

Hal ini diperlukan karena banyak terjadi kelemahan.
Kewajiban untuk memperlakukan pekerja rumah tangga sesuai dengan standar Organisasi Perburuhan Internasional ILO dapat dinyatakan dengan peraturan khusus. Peraturan khusus untuk pekerja rumah tangga ini nantinya dijadikan sebagai kunci untuk melindungi hak-hak dari pekerja rumah tangga tersebut. Hal ini dikemukakan oleh Blackett yaitu, 

“Blackett menyatakan bahwa peraturan khusus untuk PRT merupakan kunci untuk melindungi hak-hak mereka. Tiga alasan pokok untuk hal ini adalah:
1. Peraturan-peraturan khusus memberikan pengakuan bahwa PRT terlibat di dalam sebuah hubungan kerja dan memberikan kontribusi terhadap perekonomian.
2. Peraturan khusus bisa menangani masalah –masalah khusus yang dihadapi oleh para PRT (misalnya bagaimana cara menghitung upah apabila makanan dan penginapan dibayar).
3. Bahkan apabila undang-undang umum berlaku bagi PRT, mereka seringkali tidak dicakup oleh upaya-upaya penegakan, hukum karena tanpa penyebutan khusus, pekerjaan mereka mungkin tetap tidak terlihat” (ILO 2006).
Hal ini menjadikan peraturan khusus dibuat untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap pekerja rumah tangga. Selain itu peraturan khusus ini digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan terlebih untuk para pekerja rumah tangga. 

Dalam hal ini Catatan Tahunan Komnas Perempuan melalui Siaran Pers Komnas Perempuan melaporkan adanya beberapa kasus yang sering dialami oleh pekerja rumah tangga yaitu, 

“catatan dari Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) dalam kurun waktu 2015 hingga 2019, setidaknya terdapat 2.148 kasus yang dialami oleh PRT dengan beragam bentuk antara lain kekerasan fisik, psikis, ddan kekerasan ekonomi. Tak jarang, PRT mengalami kekerasan berlapis yang berujung pada kematian” (Komnas Perempuan 2021).
Beberapa kasus yang dialami pekerja rumah tangga tersebut mendesak agar cepat dibahas lalu disahkan dengan melalui Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Melalui pendapat Komnas Perempuan tersebut, “Komnas Perempuan berpandangan, pengakuan dan perlindungan hukum terhadap PRT akan menguntungkan banyak pihak yaitu PRT itu sendiri, Pemberi Kerja dan ekonomi Negara pada umumnya” (Komnas Perempuan 2021). Dengan demikian hal ini dilakukan oleh Komnas Perempuan agar pemerintah lebih memperhatikan pada nasib warga yang tergolong miskin, marginal dan rentan akan diskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan. Maka dari itu, adanya Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga sangat diperlukan di Indonesia. 

Seringnya peraturan perundang-undangan tidak sesuai dengan penerapannya mengakibatkan terjadinya pelanggaran hukum terlebih dalam pelanggaran hukum perburuhan. Pelanggarann hukum tersebut salah satunya adalah mengenai tentang upah. Tidak hanya upah yang rendah, namun terdapat beberapa upah pekerja rumah tangga yang tidak dibayarkan oleh pemberi kerja. Sesuai dengan definisi upah menurut Pasal 1 Angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang memiliki pengertian yang sama dengan  pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan, upah dijadikan sebagai suatu imbalan atas suatu pekerjaan atau jasa yang diberikan oleh pemberi kerja kepada pekerja. Upah ini nantinya dapat berupa uang maupun barang. 


Upah yang dibayarkan sesuai dengan perjanjian kerja, kesepakatan maupun peraturan perundang-undangan. Hal ini seharusnya berlaku bagi pekerja rumah tangga, namun belum ada peraturan khusus yang mengaturnya. Sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pembahasan mengenai upah tidak dijelaskan secara rinci mengenai keberlakuan undang-undang tersebut dapat berlaku bagi pekerja informal termasuk pekerja rumah tangga.
Upah pekerja rumah tangga termasuk dalam pokok-pokok pikiran Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga tersebut. Dalam Naskah Akademiknya, pemberian upah atau gaji diberikan berdasarkan dengan aturan yang bersifat hukum volunteer, 

“Pemberian Upah/gaji tersebut tidak berdasarkan pada undang-undang ketenagakerjaan maupun UMP. Akan tetapi dapat dianalisis bahwa tingkat Upah yang diberikan tercipta atau terbentuk berdasarkan aturan yang bersifat pembentukan hukum volunteer” (Budiman 2012).
Hukum mengatur atau vounter adalah, 

“hukum yang mengatur hubungan antarindividu dan berlaku dimana yang bersangkutan tidak menggunakan alternatif lain”(Gischa 2020).
Dengan demikian, sesuai dengan perkembangan penerapannya dalam kehidupan masyarakat akan tumbuh atau berkembang sesuai dengan dinamika kehidupan masyarakat. Perkembangan dinamika kehidupan masyarakat tersebut berkembang sebagaimana dalam lingkungan masyarakat adat, baik dalam pedesaan maupun perkotaan.


Perkembangan dinamika kehidupan masyarakat tersebut dapat berkembang karena adanya faktor kebutuhan, dimana antar pihak saling membutuhkan. Selain berdasarkan hukum volunter, upah pekerja rumah tangga disesuaikan dengan kesepakatan antar para pihak, 

“Kesepakatan terhadap Upah/gaji biasanya didasarkan pada perilaku sebelumnya yang terjadi pada PRT pada wilayah tertentu berbeda, disesuaikan dengan standar kesepakatan masyarakat setempat, sehingga dapat disimpulkan bahwa standar Upah/gaji ditetapkan secara volunteer antara PRT dan pengguna jasa/majikan dan/atau imbalan dalam bentuk lain” (Budiman 2012).
Kesepakatan dalam penentuan upah ini harus tertuang dalam perjanjian kerja yang telah disepakati antar pihak. Kesepakatan ini perlu disepakati bersama sesuai dengan kondisi sosial, budaya serta kondisi wilayah pekerja rumah tangga itu berada. Hal ini dilakukan karena upah pekerja rumah tangga tidak dapat diatur secara umum.


Tidak diaturnya upah pekerja rumah tangga secara umum, maka upah pekerja rumah tangga dapat dibayarkan dengan memperhitungkan beberapa komponen yang biasa diterima oleh pekerja rumah tangga. Hal ini dilakukan mengingat bahwa pekerja rumah tangga harus diberikan akomodasi, tempat tinggal bagi pekerja rumah tangga yang menginap, kebutuhan pribadi, kesehatan dan makan di rumah pemberi kerja. Selain itu upah pekerja rumah tangga juga memperhitungan jam kerja. Hal ini dikarenakan dalam masyarakat terdapat pekerja rumah tangga yang tinggal dalam rumah pemberi kerja dan pekerja rumah tangga yang tidak tinggal serumah dengan pemberi kerja.


Dalam penentuan upah pekerja rumah tangga, tidak dapat didasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota. Maka, alternatif yang dapat dilakukan yaitu dengan menciptakan upah minimum baru yang ditetapkan sebagai sektor khusus yang diberlakukan bagi para pekerja rumah tangga. Berdasarkan Naskah Akademik yang akan disahkan, maka pekerja rumah tangga akan dijadikan sebagai pekerja formal maka seharusnya berhak atas upah yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. 

Alternatif tersebut tentunya sesuai dengan kondisi sosial, budaya serta kondisi wilayah pekerja rumah tangga itu berada. Hal ini dikarenakan pekerja rumah tangga berada pada wilayah antara buruh dan sektor informal. Maka dari itu, dalam penentuan upahnya sudah seharusnya dibuat dengan semudah mungkin sehingga tidak akan menimbulkan perselisihan pendapat maupun merugikan kedua pihak. Selain itu, dalam penentuannya unsur-unsur sosiologis dan latar belakang budaya dijadikan sebagai pertimbangan yang utama. 

Pekerja Rumah Tangga terutama di Indonesia memerlukan undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai pekerja rumah tangga. Perlunya undang-undang khusus tersebut bertujuan agar pekerja rumah tangga dapat diakui sebagai pekerja formal di Indonesia, secara legislatif dapat menangani masalah-masalah khusus yang sering dihadapi oleh pekerja rumah tangga, dan memberikan pengawasan kepada pekerja rumah tangga terkait dengan penerapan peraturan yang telah dibuat. 
Dalam proses penentuannya memerlukan pertimbangan terkait dengan kondisi pekerja rumah tangga yang rentan akan eksploitasi, diskriminasi, dan kekerasan. Selain itu juga mempertimbangkan kewajiban-kewajiban negara sesuai dengan hukum nasional yang berlaku, standar dari internasional, budaya dan masalah-masalah mengenai ketenagakerjaan yang dialami oleh pekerja rumah tangga. 

B. Pekerja Rumah Tangga Sebagai Pekerja Informal Berhak Untuk Mendapatkan Upah Berupa Tunjangan Tetap yang Disesuaikan Dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku 
Dalam budaya masyarakat di Indonesia, pekerja rumah tangga dianggap sebagai pekerja informal. Anggapan tersebut dikarenakan adanya hubungan kerja yang terjadi antar pihak adalah hubungan kekerabatan. Akibat dari hubungan kekerabatan tersebut, masyarakat tidak mau menjadikan pekerja rumah tangga seperti halnya pekerja formal lainnya. Seiring dengan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, jasa dari pekerja rumah tangga sangat dibutuhkan, namun perlindungan dan kepastian mengenai hak-hak pekerja rumah tangga belum memadai. 

Hak-hak pekerja rumah tangga tersebut tidak didapatkan karena adanya anggapan bahwa pekerja rumah tangga sebagai pekerja informal. Pekerja informal dapat dikatakan sebagai pekerja yang tidak terikat dan kurang terampil dengan pendapatan yang cenderung rendah dan tidak tetap. Munculnya pekerja informal disebabkan karena banyaknya faktor yaitu, 

“Pengangguran, terbatasnya lapangan pekerjaan di sektor formal, dan munculnya kantong-kantong kemiskinan tersebut pada akhirnya membuat masyarakat mencari sumber penghidupan alternatif yaitu sektor informal” (Rini 2012).
Masyarakat beranggapan bahwa menjadi pekerja di sektor informal sebagai penolong kehidupan. Hal ini dikarenakan dengan berkerja di sektor informal mampu memberikan pekerjaan dan upah.
Istilah mengenai sektor informal pada mulanya dikenal dari salah satu penelitian ILO di Ghana, Afrika sekitar tahun 1970’an. Pengertian mengenai pekerjaan informal yang dikenal tersebut pada awalnya sederhana,
 “Pengertian yang popular dari pekerjaan informal pada awalnya adalah sederhana, yakni suatu pekerjaan yang sangat mudah dimasuki, tanpa melamar, tanpa ijin, tanpa kontrak, tanpa formalitas apapun, menggunakan sumberdaya lokal, baik sebagai buruh ataupun usaha milik sendiri yang dikelola dan dikerjakan sendiri, ukuran mikro, teknologi seadanya, hingga yang padat karya, teknologi adaptatif, dengan modal lumayan dan bangunan secukupnya”(Budiman 2012).
Dengan demikian, biasanya memang pekerjaan disektor informal tidak tersusun dan tidak dilindungi oleh hukum, meskipun hanya mempunyai keahlian dan ketrampilan yang terbatas.
Dalam keterbatasannya sektor informal dianggap sebagai penolong dalam menunjang kehidupan. Selain itu juga dapat memberikan dukungan atas kondisi sosial ekonomi masyarakat saat ini. Hal ini berpengaruh  terhadap pengurangan jumlah pengangguran di Indonesia. Permintaan pekerjaan dari perusahaan dengan kualifikasi pendidikan dan ketrampilan yang memenuhi syarat menjadi halangan dalam mendapatkan pekerjaan. Selain itu banyaknya pencari kerja atau tenaga kerja yang tidak seimbang dengan tersedianya lapangan pekerjaan menjadikan bertambahnya daftar angka pengangguran. 
Sektor informal memang telah mampu mengurangi daftar angka pengangguran di Indonesia, namun sektor informal mendapatkan diskriminasi dan kurangnya perhatian dari pemerintah. Hal ini dikarenakan perhatian pemerintah berpusat pada ekonomi global, fiskal, penanaman modal asing, dan pasar uang. Alasan lain dari sikap pemerintah tersebut yakni, “bahwa dengan perkembangan sektor informal ini penerimaan dari sisi pajak tidak akan berkembang”(Rini 2012). Memang dalam pandangan pemerintah, sektor informal dapat menganggu pertumbuhan ekonomi negara dimana tidak ada pajak yang dibayarkan kepada negara. Namun tanpa adanya sektor informal maka akan memperbanyak angka pengangguran serta akan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan masyarakat. 
Kondisi negatif pada pasar tenaga kerja memberikan dampak salah satunya pada upah yang akan diterima pekerja. Hal ini dikarenakan kebijakan upah minimum dapat mengurangi daftar angka pengangguran, “Bila kebijakan upah minimum mengurangi tingkat penyerapan tenaga kerja di sektor modern hingga di bawah pertumbuhan jumlah angkatan kerja”(SMERU 2001). Dengan demikian, hal tersebut memberikan petunjuk bahwa dampak dari kebijakan upah minimum akan berpengaruh pada kesejahteraan pekerja baik di sektor formal maupun informal. 
Upah dijadikan sebagai salah satu tujuan seseorang dalam bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Dari definisi upah sesuai dengan Pasal 1 Angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mempunyai kesamaan definisi dengan Pasal  1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 menunjukan bahwa pekerja berhak mendapatkan upah atau imbalan dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lain. Upah atau imbalan yang diterima pekerja nantinya akan disesuaikan dengan kebijakan komponen mengenai upah.
Upah yang akan diterima dibedakan dalam beberapa komponen. Komponen upah sebelumnya dibedakan berdasarkan penghasilan yang diperoleh oleh pekerja. Hal ini terdapat dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang menyebutkan bahwa, 
“Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dalam bentuk: 

a. Upah; dan

b. Pendapatan non-Upah.”
Komponen penghasilan dalam diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 yang menyebutkan bahwa, 

“Upah terdiri atas komponen:
a. Upah tanpa tunjangan;
b. Upah pokok dan tunjangan tetap;
c. Upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap; atau
d. Upah pokok dan tunjangan tidak tetap.”

Dalam penentuan besarnya komponen upah diatur lebih lanjut dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang menyebutkan bahwa, 

“(2) Dalam hal komponen Upah terdiri atas Upah pokok dan tunjangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, besarnya Upah pokok paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Upah pokok dan tunjangan tetap.

(3) Dalam hal komponen Upah terdiri atas Upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, besarnya Upah pokok paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Upah pokok dan tunjangan tetap.”
Sedangkan komponen upah juga diatur dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bagian Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa, “Dalam hal ini komponen upah terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap, besarnya upah pokok paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah uang pokok dan tunjangan tetap.” Dalam komponen upah terdapat tunjangan yang berkaitan dengan pekerjaan yang diberi perusahaan atau pemberi kerja.
Tunjangan yang diberikan perusahaan atau pemberi kerja tersebut berupa tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap. Tunjangan yang bersifat tetap dikenal dengan tunjangan tetap. Definisi tunjangan tetap menurut Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No. SE-07/MEN/1990 tentang Pengelompokan Upah yang menyebutkan bahwa, “Tunjangan tetap adalah suatu pembayaran yang dilakukan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh dan keluarganya secara teratur berkaitan dengan pekerjaannya.” Dimana tunjangan tetap ini akan dibayarkan secara teratur atau rutin dan dengan jumlah yang tetap dalam waktu yang sama dengan pembayaran upah pokok yang diterima pekerja atau dapat disesuaikan dengan kesepakatan antar pihak. Tunjangan tetap tidak dapat dikaitkan dengan kehadiran maupun prestasi yang dilakukan pekerja dalam bekerja.
Sedangkan, tunjangan tidak tetap menurut Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No. SE-07/MEN/1990 tentang Pengelompokan Upah yang menyebutkan bahwa, 

“Tunjangan tidak tetap adalah pembayaran imbalan baik langsung maupun tidak langsung kepada pekerja/buruh dengan umlah yang tidak tetap, serta dibayarkan menurut satuan waktu yang tidak sama dengan upah pokok dan tunjangan tetap”. 
Selain itu tunjangan dapat diartikan sebagai pendapatan non-Upah dalam bentuk penghasilan yang akan diperoleh pekerja.
Tunjangan yang akan diperoleh pekerja dalam bentuk pendapatan non-Upah biasanya berupa tunjangan hari raya keagamaan. Dimana hal ini telah diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang menyebutkan bahwa, “Pendapatan non-Upah berupa tunjangan hari raya keagamaan”. Dalam pemberian tunjangan hari raya keagamaan kepada pekerja terdapat ketentuan yaitu bahwa pengusaha atau pemberi kerja wajib memberikan tunjangan tersebut 7 (tujuh) hari sebelum hari raya keagamaan berlangsung. 
Hal ini sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang menyebutkan bahwa, “Tunjangan hari raya keagamaan wajib dibayarkan paling lama 7 (tujuh) hari sebelum hari raya keagamaan”.  Mengenai tata cara dalam pemberian tunjangan hari raya keagamaan diatur lebih rinci dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan.
Selain adanya tunjangan hari raya keagamaan, perusahaan atau pemberi kerja juga dapat memberikan beberapa  pendapatan non-Upah. Pendapatan non-Upah tersebut telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang menyebutkan bahwa,

“Selain tunjangan hari raya keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha dapat memberikan pendapatan non-Upah berupa:

a. Insentif;

b. Bonus;

c. Uang pengganti fasilitas kerja; dan/atau 

d. Uang servis pada usaha tertentu”.
Dengan adanya pendapatan non-upah tersebut dijadikan sebagai penunjang dalam memberikan upah.
Tunjangan sebagai usaha dalam  meningkatkan motivasi dalam bekerja memberikan manfaat dapat berpengaruh terhadap produktivitas pekerja. Pengaruh tersebut mampu untuk memberikan rasa aman serta ditujukan untuk pekerja serta keluarga dari pekerja, 

“Tunjangan merupakan komponen penghasilan selain gaji yang mampu memberikan rasa aman terhadap karyawan apabila mereka mengalami sesuatu yang tidak diinginkan baik dirinya sendiri maupun keluarganya yang telah tercatat oleh perusahaan sebagai objek pertanggungan”. (Sampurno, Herlambang, and Soemadi 2020) 

Dengan demikian, tunjangan yang  akan diberikan suatu kewajiban tanpa membedakan jabatan, dan tanggung jawab pekerjaan yang diberikan oleh pengusaha atau pemberi kerja.

Kewajiban dalam bentuk tunjangan, seharusnya dilakukan oleh semua pengusaha atau pemberi kerja baik dalam sektor formal maupun sektor informal. Salah satu pekerjaan dalam sektor informal yaitu pekerja rumah tangga. Selain menjadi kewajiban tunjangan menjadi salah satu dari hak pekerja rumah tangga. Hal ini diatur dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang menyebutkan bahwa, 

“PRT mempunyai hak:
a. Memperoleh informasi mengenai Pengguna;
b. Mendapatkan perlakuan yang baik dari Pengguna dan anggota keluarganya;
c. Mendapatkan upah sesuai Perjanjian Kerja;
d. Mendapatkan makanan dan minuman yang sehat;
e. Mendapatkan waktu istirahat yang cukup;
f. Mendapatkan hak cuti sesuai dengan kesepakatan;
g. Mendapatkan kesempatan melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya;
h. Mendapatkan tunjangan hari raya; dan 
i. Berkomunikasi dengan keluarganya”.
Dalam hal ini, pekerja rumah tangga berhak untuk mendapatkan tunjangan berupa tunjangan hari raya. 

Selain itu terdapat tunjangan berupa tunjangan makan dan juga tunjangan transport dalam bentuk tunjangan tetap. Tunjangan makan dan tunjangan transport disesuaikan dalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No. SE-07/MEN/1990 tentang Pengelompokan Upah yang menyebutkan bahwa, 

“Tunjangan Makan dan Tunjangan Transport dapat dimasukkan dalam komponen tunjangan tetap apabila pemberian tunjangan tersebut tidak dikaitkan dengan kehadiran, dan diterima secara tetap oleh pekerja menurut satuan waktu, harian atau bulanan”.
Tunjangan tersebut dapat diberikan dengan sesuai kesepatakan antar pihak melalui perjanjian kerja, apabila perjanjian kerja tersebut tidak terlaksana maka pekerja rumah tangga tidak akan mendapatkan hak-haknya sebagai pekerja dengan maksimal. 
Pemberian tunjangan kepada pekerja rumah tangga berhak didapatkan pekerja karena tunjangan menjadi komponen lengkap dari upah. Apabila pekerja rumah tangga mendapatkan upah berupa uang atau dalam bentuk lain, maka sudah seharusnya pekerja rumah tangga berhak atas tunjangan hari raya, tunjangan makan dan tunjangan transport maupun tunjangan lainnya.
 Sering tidak diberikannya tunjangan karena tidak adanya perjanjian kerja antara kedua pihak yaitu pemberi kerja dengan pekerja. Hal ini disebabkan karena pekerja rumah tangga termasuk dalam pekerja informal, dimana pekerja informal ini termasuk pekerja rumah tangga yang keberadaannya tidak diatur dalam peraturan khusus. 
Peraturan khusus tersebut haruslah mengatur secara rinci mengenai pengupahan. Upaya tersebut dilakukan agar tidak hanya mengatur mengenai pengupahan dengan tepat, namun juga mengatur mengenai tunjangan yang akan diterima oleh pekerja rumah tangga. Pengaturan tersebut ditujukan kepada pemberi kerja yang memperkejakan pekerja rumah tangga dirumahnya. Hal ini terdapat dalam Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang menyebutkan bahwa,

“Hal ini merujuk pada pemahaman bahwa seseorang yang membutuhkan tenaga PRT harus mampu membayar gajinya, termasuk tunjangan kesehatan dan hari raya besar keagamaan (disesuaikan dengan keyakinan yang dimiliki PRT tersebut)” (Budiman 2012).
Dengan demikian, tunjangan yang akan diberikan harus disesuaikan dengan kondisi sosial budaya dan perekonomian di wilayah pekerja rumah tangga itu bekerja.  

Pemberian tunjangan tidak dapat dilepaskan dari upah. Apabila pengaturan upah bagi pekerja rumah tangga belum diatur.Maka, hal tersebut akan berpengaruh pada pemberian tunjangan karena dalam komponen upah terdapat tunjangan yang harus diberikan. Tunjangan seharusnya menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap perusahaan atau pemberi kerja baik dalam sektor formal maupun sektor informal.  Hal tersebut diakibatkan adanya unsur dalam hubungan kerja, dimana adanya unsur pekerjaan, perintah, dan upah. Meskipun antara pemberi kerja dan pekerja rumah tangga sering tidak terdapat perjanjian kerja, namun terdapat hubungan kerja antar keduanya maka pemberi kerja memiliki kewajiban untuk memenuhi unsur tersebut. 
PENUTUP

KESIMPULAN
Berdasarkan pemaparan rumusan masalah pada hasil dan pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan:

1. Pengaturan penetapan upah bagi pekerja rumah tangga sebagai sektor khusus belum diatur.  Dengan disahkannya rancangan undang-undang tersebut maka penetapan upah pekerja rumah tangga akan disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, namun saat ini masih terkendala dengan beberapa faktor.
2. Pekerja rumah tangga sebagai pekerja informal berhak untuk mendapatkan upah berupa tunjangan tetap yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal ini dikarenakan tunjangan termasuk dalam komponen upah. Meskipun belum adanya peraturan perundang-undangan yang khusus membahas mengenai pekerja rumah tangga, namun pekerja rumah tangga telah memenuhi unsur dari hubungan kerja. Dengan hal itu, maka apabila pekerja rumah tangga menerima upah sebagai imbalan jasa dalam bekerja, maka pekerja rumah tangga juga berhak atas tunjangan yang seharusnya diterima.
SARAN 
Berdasarkan simpulan, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Badan Legislatif 

Khususnya bagi DPR sebagai pembuat regulasi diharapkan dapat segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Sehingga, dengan disahkan undang-undang tersebut akan menjadi payung hukum yang melindungi dan memberikan kepastian hukum mengenai upah yang diterima pekerja rumah tangga.
2. Pemberi Kerja
Bagi pemberi kerja sebagai perseorangan, yang telah memberikan pekerjaan dengan upah. Pemberi kerja diharapkan dapat melaksanakan kewajiban dengan memberikan hak-hak dari pekerja seperti halnya pemberian upah dan tunjangan. Upah dan tunjangan tersebut disesuaikan dengan kehidupan yang layak maupun disesuaikan dengan keadaan sosial budaya, serta kondisi diwilayah pekerja rumah tangga tersebut bekerja. 

3. Pekerja Rumah Tangga

Bagi pekerja rumah tangga sebagai pekerja yang melakukan pekerjaan kepada pemberi kerja untuk lebih sadar dan mengetahui hak-hak yang seharusnya diterima pekerja rumah tangga. Hak tersebut seperti halnya upah dan tunjangan. Selain itu perlu meningkatkan keberanian dalam melaporkan suatu kejadian apabila mengalami seperti tidak sesuainya pemberian upah dengan yang telah disepakati sebelumnya dan meminta hak berupa tunjangan yang wajib diberikan oleh pemberi kerja. 

DAFTAR PUSTAKA 
Buku 

Bambang, R. Joni. 2013. Hukum Ketenagakerjaan. 1st ed. Bandung: CV PUSTAKA SETIA.
Husni, Lalu. 2016. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. 14th ed. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Marzuki, Peter Mahmud, ed. 2011. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Khakim, Abdul. 2007. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Yogyakarta: PT Citra Aditya Bakti.

Ramli, Lanny. 2008. Hukum Ketenagakerjaan. 1st ed. Surabaya: Airlangga University Press.

Suratman. 2019. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. 1st ed. Depok: PT RajaGrafindo Persada, Depok.

Jurnal 

Aryawati, Luh Putu Try and I. Made Sarjana. 2018. “Kedudukan Pembantu Rumah Tangga Sebagai Pekerja Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.” Kertha Semaya, Jurnal Ilmu Hukum 2(2):2.

Bambang, Joni. 2013. Hukum Ketenagakerjaan. Bandung: Pustaka Setia.

Budiman, Yandi. 2012. “Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.” Www.Parlemen.Net 153.

Gischa, Serafica. 2020. “Penggolongan Hukum.” KOMPAS.Com, September, 1.

Husni, Lalu. 2016. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. 14th ed. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

ILO. 2006. Peraturan Tentang Pekerja Rumah Tangga Di Indonesia Perundangan Yang Ada, Standar Internasional Dan Praktik Terbaik Peraturan Tentang Pekerja Rumah Tangga Di Indonesia Perundangan Yang Ada, Standar Internasional Dan Praktik Terbaik. Pertama. Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional.

Khakim, Abdul. 2007. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Yogyakarta: PT Citra Aditya Bakti.

Komnas Perempuan, Siaran Pers. 2021. “Pengesahan RUU Perlindungan PRT : Kebijakan Afirmatif Untuk Menyejahterakan PRT.” Komnas Perempuan, 2.

Marzuki, Peter Mahmud. 2011. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Group.

Prolegnas. 2019. “Urgensi Dan Pokok-Pokok Pikiran Pengaturan Penyusunan (R)UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.” Www.Dpr.Go.Id 4.

Raflis, Ranny Intan, Nur Rochaeti, and Dyah Wijiningsih. 2016. “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Perempuan Korban Tindak Kekerasan.” Diponegoro Law Journal 5(3):7.

Ramli, Lanny. 2008. Hukum Ketenagakerjaan. 1st ed. Surabaya: Airlangga University Press.

Rini, Hartati Sulistyo. 2012. “Dilema Keberadaan Sektor Informal.” Komunitas 4(2):200–209.

Sampurno, Boy, Toni Herlambang, and Soemadi. 2020. “Pengaruh Gaji, Tunjangan, Dan Bonus Terhadap Kinerja Karyawan Melalui Motivasi Kerja (Studi Pada Karyawan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Jember).” SAINS MANAJEMEN DAN BISNIS INDONESIA 10(2):11.

SMERU. 2001. Dampak Kebijakan Upah Minimum Terhadap Tingkat Upah Dan Penyerapan Tenaga Kerja Di Daerah Perkotaan Indonesia.

Sonhaji. 2020. “Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Nasional.” Administrasi Law & Governance 3(2):2.

Suhartoyo. 2019. “Perlindungan Hukum Bagi Buruh Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Nasional.” Adminitrative Law & Governance Journal 2(2):327.

Sumandika, I. Wayan Agus and I. Nyoman Mudana. 2019. “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Perempuan Pada Besakih Beach Hotel Sanur Di Denpasar.” Journal Ilmu Hukum 7(2):6.

Suratman. 2019. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. 1st ed. Depok: PT RajaGrafindo Persada, Depok.

Umbas, Refly R. 2014. “Aspek Hukum Dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Antara Karyawan Dengan Perusahaan.” Lex Privatum 2(3):173.

Yetniwati. 2017. “Pengaturan Upah Berdasarkan Atas Prinsip Keadilan.” Mimbar Hukum 29(1):82–95.


Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia.2003.Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. (LN Nomor 39 dan TLN Nomor 4279)
Indonesia.2020.Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. (LN Nomor 153 dan TLN Nomor 5332)

Indonesia.2021.Peraturan Pemerintah Nomor. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. (LN Nomor 46 dan TLN Nomor 6648)
Indonesia.2015.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor. 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. (BN Nomor 78)
1

